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Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan beribu pulau yang 
terpisah oleh lautan yang tidak kalah luasnya juga. Dari situlah dengan negara 
beribu pulau ini memerlukan suatu sistem untuk tetap bersatu meski tempat 
pulau terpisah antara pulau yang satu dengan yang lainya. Seperti symbol yang 
tertera pada lambang negara yakni burung garuda pancasila “Bhienika Tunggal 
Ika” yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua, satu jua yakni atas 
nama Indonesia. Indonesia sebagai negara, negara wadah bangsa untuk 
mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya.8 Negara Indonesia dalam usaha 
mewujudkan cita cita itu salah satunya adalah menggunakan resep demokrasi. 
Perkembangan demokrasi dari demokrasi kuno hingga demokrasi modern ini 
terjadi sekitar abad ke XVII dan abad ke XVIII, yang dalam hal ini nantinya 
erat hubunganya dengan ajaran-ajaran para sarjana hukum alam.9 
Kata  “demokrasi”  berasal  dari  dua  kata,  yaitu demos yang  berarti 
rakyat, dan kratos/cratein yang  berarti pemerintahan. Demokrasi  sendiri  
menurut  Hans  Kelsen berarti  bahwa  “kehendak”  yang dinyatakan dalam 
tatanan hukum negara identik dengan kehendak dari para subyek hukum.10 
Demokrasi  langsung  adalah  demokrasi  dengan  derajat  relatif  paling  tinggi 
dan  ditandai oleh fakta bahwa pembuatan undang-undang dan juga fungsi 
                                                          
8Soehino. 2005. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Hal 146 
9Ibid. Hal 240 
10Hans Kelsen. 2006.Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara.Penerbit Nusa Media 
dan Nuansa.Bandung: Hal 402 
15 
 
eksekutif dan yudikatif yang utama dilaksanakan oleh rakyat di dalam  
pertemuan akbar atau rapat umum utnuk mekanisme sistem pemerintahan 
negara sebagia upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan 
warganegara) atas negara yang  dijalankan  pemerintah negara tersebut.11  
Seperti ajaran para pakar terkenal terdahulu seperti Montesquieu, yaitu 
dengan ajaran tentang pemisahan kekuasaan, yang kemudian terkenal dengan 
nama Trias Politika, karena ajaran ini akan menentukan tipe daripada 
demokrasi modern, dan ajaran Rousseau.12 Di dalam teori demokrasi oleh 
Montesquieu terdapat ajaran Trias Politika dimana membedakan adanya tiga 
jenis kekuasaan negara, yaitu:13 
1. Kekuasaan yang bersifat mengatur, atau menentukan peraturan  
2. Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan tersebut 
3. Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut.  
Dari ajaran Trias Politika oleh Montasquieu diatas kemudian 
muncul sistem-sistem yang berhubungan dengan demokrasi modern, 
seperti berikut:14  
1. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang presentative, 
dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas, atau sistem presidensiil. 
                                                          
11Ibid. Hal 409 
12Soehino.Opcit. Hal 146 
13Ibid. Hal 241 
14Ibid. Hal 243 
16 
 
2. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, 
dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi di antara badan legislative 
dengan badan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat 
saling mempengaruhi, atau sistem parlementer. 
3. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang reprsentatif, 
dengan sistem pemisahan kekuasaan, dan dengan control secara langsung 
dari rakyat, yang disebut sistem referdum atau sistem badan pekerja. 
William Andrews mengatakan, negara demokrasi moderen berdiri 
di atas basis kesepakatan umum mayoritas rakyat tentang bangunan 
negara yang di idealkan, organisasi  negara  diperlukan  agar  kepentingan  
mereka  dapat  dilindungiataudipromosikan melalui pembentukan dan 
penggunaan mekanisme negara.15Seperti yang sering kita dengar adegium 
“pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” yang 
dikemukakan oleh Abraham  Lincoln begitulah demokrasi diterjemahkan. 
Penjelasan Abraham terdapat ciri demokrasi yakni dalam 
kekuasaan berada di tangan rakyat, rakyatlah sebenar-benarnya penguasa, 
yang dimana pemerintahan yang didapat dari rakyat dan dipersembahkan 
untuk rakyat juga, disini akhirnya menemukan bahwa adanya ruang politik 
(polical  space) yang  memungkinkan  rakyat  untuk  bisa  berkembang dan 
ikut serta dengan politik yang terbuka. Selain itu demokrasi memberikan 
kondisi terhadap rakyat dimana rakyat menjadi aktor utama dalam proses 
                                                          
15Jimly Asshddiqie. 2009. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. PT Bhuana 
Ilmu Populer.Jakarta: Hal 398 
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politik, yang tidak hanya sekedar menjadi penyumbang suara dalam 
pemilu. 
Maurice Duverger dalam bukunya yang berjudul I’Es Regimes Des 
Politiques menyatakan sebagai berikut: 
“Cara pengisian jabatan demokratis dibagi menjadi dua, yakni 
demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan yang dimaksud 
demokrasi langsung merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat 
secara langsung memilih seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan 
tertentu dalam pemerintahan, sedangkan demokrasi perwakilan 
merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat memilih seseorang 
atau partai politik untuk memilih seseorang menduduki jabatan 
tertentu guna menyelenggarakan tugastugas (kelembagaan) negara 
seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.”16 
Begitulah kemudian yang akan mempengaruhi sistem di Indonesia. 
William Andrewsmengatakan, negara demokrasi modern berdiri berdiri di 
atas basis kesepakatan umum mayoritas rakyat tentang bangunan negara yang 
di idealkan.17Bahwa wlilliam mengemukakan dalam perkembangan 
demokrasi modern memberikan segala keputusan pada rakyat dalam 
pembangunan negara ataupaun tentang kebijakan-kebijakan negara yang 
bersangkutan. 
B. Pemilihan Umum 
Pemilihan Umum yang kemudian disebut dengan Pemilu merupakan 
institusi modern yang telah menjadi tanda bagi semua negara yang 
                                                          
16Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Naskah Akademik Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 Usulan Komisi Konstitusi.  (Jakarta: Sekretariat Jenderal 
MPR RI, 2004), Hal 92 
17Jimly Asshddiqie. 2009. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis.PT Bhuana Ilmu 
Populer. Jakarta: Hal 398 
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mengklaim dirinya sebagai negara demokratis.18 Kekuasaan dari, oleh dan 
untuk rakyat begitulah pemaknaan demokrasi oleh Abraham Lincolin. 
Demokrasi yang keseluruhan sistem penyelenggara negara yang pada 
hakikatnya diperoleh dari rakyat dan diperuntukkan bagi seluruh rakyat. 
Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama 
dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti seluas-
luasnya.19 
pemilu adalah sarana untuk membentuk perwakilan politik, dengan 
cara memilih para wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan, maupun 
memilih pimpinan puncak eksekutif.20 Dalam perjalananya Indonesia 
menyelanggarkan pemilu 5 (lima) tahun sekali. Sekilas sejarah pemilu di 
Indonesia dalam refleksi dari bentuk demokrasi yang sudah menjadi 
turunan yakni terrefleksi pada tahun 1955 pemilu yang merupakan 
pelaksanaan pemilu untuk yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia, 
waktu itu dimana Republik Indonesia berusia 10 tahun dan pada kisaran tiga 
bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 
17 Agustus 1945, pemerintah pada waktu itu sudah menyatakan 
                                                          
18Sigit Pamungkas. 2012. Pemilu, Perilaku Pemilih dan Kepartaian. IDW Press. 
Yogyakarta. Hal 3 
19Jimly Asshidiqie, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Konstitusi 
Press. Jakarta Hal 241 
20Sigit Pamungkas. Opcit. Hal 3 
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keinginannya untuk bisa menyelenggarakan Pemilu pada awal tahun 
1946.21 
Kemudian pada tahun Saat itulah tonggak awal Indonesia 
mengadakan hajatan besar yakni mengadakan Pemilihan Umum yang pada 
saat itu partisipan dari partai politik sendirimasih belum benyak seperti 
sekarang ini, pada saat itu pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik 
dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.22Pemilu 1955 
pada saat dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan 
memilih anggota Dewan Konstituante.23 
Singkat cerita begitulah perjalanan awal pemilu diindoneisa.Selain 
itu penyelenggaraan pemilu ini bergaris lurus dengan UUD 1945 yang 
dimana menjadi refleksi demokrasi untuk mendapatkan bentuk sistem 
kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat.pemilihan umum adalah 
merupakan conditio sine quanonbagi suatu negara demokrasi modern, 
artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka 
keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, 
sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung 
kepentingan atau aspirasi masyarakat dalam konteks manusia sebagai 
individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan 
                                                          





sementara hak politiknya, hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut 
serta menjalankan penyelenggaraan Negara.24 
Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari 
pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis 
dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara, prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang 
demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses 
politik.25 Di Indonesia, pemilihan umum merupakan penafsiran normatif 
dari UUD 1945 agar pencapaian masyarakat demokratik mungkin tercipta.  
Masyarakat demokratik ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan 
kedaulatan rakyat. Dalam hal ini kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan 
secara optimal apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke 
arah budaya politik partisipan, maupun keharusan-keharusan lain seperti 
kesadaran hukum dan keseyogiaan dalam berperilaku untuk senantiasa 
dapat menakar dengan tepat berbagai hal memerlukan keseimbangan 
harmoni tersebut antara lain berwujud sebagai keserasian antara 
kepentingan individu dengan masyarakat, antara asfek kehidupan 
                                                          
24Miriam Budiarjo.1990. Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global, (Jakarta: Jurnal 
Ilmu Politik, No. 10, 1990), Hal 37 
25Dahlan Thaib. 1993.Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945. 
Liberty. Yogyakarta. Hal 94 
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kerohanian dan kebendaan, antara kepentingan pusat dan daerah dan 
sebagainya.26 
Secara yuridis konstitusional, berkaitan dengan pemilihan umum di 
Indonesia diatur dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan:  
1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur dan adil setiap lima tahun sekali.  
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.  
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Daerah adalah perseorangan. 
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.  
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-
undang.  
Begitulah kosntitusi mengaturnya dalam rangka pemilu yang 
dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun sekali yang diikuti oleh banyak partai 
                                                          
26Miriam Budiarjo. 1983. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia. Jakart. Hal 9 
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politik. Dimana dalam pelakasaanya pemilu di Indonesia selain pemilihan 
presiden dan wakil presiden juga pemilihan umum dalam lembaga legislatif 
yang dimana dalam kepenulisan ini terfokus pada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD), yang berada di daerah. 
C. Partai Politik 
Menjadi makhluk hidup yang tidak bisa hidup sendiri maka 
makhluk hidup di dunia ini di sebut sebagai makhluk sosial dimana 
makhluk yang tidak bisa hidup nya membutuhkan orang lain, seperti yang 
di kemukakan oleh aristoteles dengan istilah zoon politicon. Minat kajian 
ilmu pengetahuan terhadap partai politik berkembang sekitar abad ke XIX, 
tetapi dasar-dasar kepartaian secara substansi hampir bersamaan dengan 
keberadaan perkembangan hidup manusia.27 
Dalam perjalananya mulailah perkembangan dari perkumpulan-
perkumpulan orang itu maka muncullah kelompok-kelompok orang yang 
dimulai dari sekelompok keluarga hingga sekelompok orang yang menamai 
dirinya dalam sekelompok partai. Persekutuan kekerabatan kekeluargaan, 
suku, etnik, ras dan keyakinan serta idenstitas dan nilai kultural yang secara 
inheren melekat dan membentuk ikatan-ikatan emosional yang bersifat 
primordial.28 
                                                          
27Firdaus. 2015. Constitusional Engineering. Yrama Widya. Bandung. Hal 132 
28Ibid. Hal 133 
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Pengertian diatas merumuskan bahwasanya dalam perkembangan 
pembentukan partai berangkat dari sekumpulan orang yang masih dalam 
skala rendah atau sedikit misalnya saja dalam perkumpulan keluarga, suku, 
etnis dan yang lainya seperti yang disebutkan diatas, akan tetapi dalam 
keterangan di atas sekumpulan manusia tersebut masih belum dapat 
dikatakan sebagai perkumpulan dalam arti politik. Giovani Sartori 
merupakan salah satu ilmuwan politik yang berusaha menelusuri 
bagaimana istilah “partai” muncul sebagai salah satu perbendaharaan 
politik dan dengan istilah tersebut berusaha mengabstraksi suatu politik 
ketika itu.29 
Kemudian istilah partai populer sebagai satu perbendaharaan dalam  
peradapan politik demokrasi yang mendeskripsikan sarana mobilisasi 
kelompok kekuatan politik, yang akarnya bermula dari kelompok-
kelompok sosial yang nyaris tidak memiliki bentuk tetapi keberadaanya 
tidak bisa dipungkiri, kemudian kelompok-kelompok sosial tersebut 
kemudian disebut ‘faksi’ sehingga di awal munculnya istilah partai pada 
kondisi tertentu disepadankan dengan istilah faksi.30 Diatas menjadi salah 
satu awal pembentukan sebuah partai pada masa perkembangan politik 
tersebut. 
                                                          




Selain itu pakar yang lain seperti Hume menjelaskan bahwa proses 
terbentuknya partai berakar pada ketiga aspek riil, faksi riil interest 
berangkat dari asumsi dimana terdapat kelompok sosial yang berbeda oleh 
karena kepentingan yang berbeda dan dikonstruksi sudah cukup lama di 
tengah kehidupan masyarakat, faksi riil principle yang dibentuk dan 
didasari oleh suatu keinsafan dasar keyakinan pemikiran dan keagamaan, 
faksi riil reflection diebntuk atas dasar rasa kasih sayang yang berbeda 
terhadap beragam keluarga dan orang-orang yang berusaha mengatur 
mereka.31 Begitulah kelompok partai bekerja yang selanjutnya akan 
mempunyai dampak terhadapnya setelah itu seperti akan timbul gesekan 
yang menimbulkan konflik tapi di salah satu sisi akan menjadikan 
keberagaman kelompok tersebut menjadi kekuatan. 
Kemudian pada pendekatan sosiologi, Seymour Martin Lipset dan 
Stein Rokkan menjelaskan dinamika keberadaan kelompok sosial sebagai 
dasar terbentuknya partai dan sistem kepartaian melalui cleavage. Oleh 
karena itu partisipasi dan keberadaan kelompok-kelompok sosial yang 
berbeda merupakan sesuatu yang given dalam kehidupan manusia, empat 
sudut pandang yang diajukan oleh Lipset dan Rokkan sebagai dasar analisis 
cleavage yang menjadi dasar transformasi terbentuknya partai politik:32 
“The first, the political revolution, resuled in a center-periphery 
conflict between the national system and assorted subordinate ones, for 
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example, ethnic, linguistic, or religious groups, often located in the 
peripheries, the outlaying regions, and a church-state tension between 
the growing state, which sought to dominate, and the church, which 
tried to maintain rise to two class conflict a land-industry fight between 
the landed elite and the growing bourheois class, followed by the 
clavage Marx focused on, that between capitalist and worker” 
Bahwasanya konsepan ini mengemukakan tentang perkembangan 
gagasan politik yang menurut teori cleavage atau pembelahan ini 
menimbulkan pecahan-pecahan kelompok-kelompok sosial yang saling 
berhadapan yang mempunyai dukungan yang lebih besar sebagai dasar 
terbentuknya partai politik. 
Menurut Daaler dalam pemahaman pemunculan partai bisa di bagi 
menjadi 3 (tiga) yakni33, pertama aspek legitimasi, yang dimana partai di 
bangun dan diterima sebagai dasar legitimasi pemerintahan. Kedua, aspek 
elit massa, memandang bahwa awal terbentuknya partai bermula dari 
kompetisi elit di parlemen yang kemudian di poles dengan nilai dan 
kepentingan tertentu sebagai perekat atas keberagaman isu hingga 
membentuk pengelompokkan pendukung dan penitia pemilih yang tersebar 
diluar untuk mendungukung pemenangan para elit yang akan berkompetisi. 
Ketiga aspek integrase yakni dimana legitimasi dan dukungan merupakan 
suatu rnagkaian dalam sebuah sistem politik, maka mengintegrasikan 
seluruh elemen. Tipe partai yang pertama dan kedua menurut Daaler disebut 
dengan parti-comite, yakni sebuah kelompok organisasi yang sangat 
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longgar dan aktif di saat mendekati pemilihan untuk mendukung kandidat 
mereka. Seperti itulah terbentuknya partai dengan berbagai sebak 
akibatnya. 
Kemudian setelah kelahiran dan terbentuknya partai di dalam partai 
itu sendiri mempunyai dimensi-dimensi pelembagaan. Huntington 
memandang pelembagaan partai sebagai hasil atas persaiangan dan 
perluasan partisipasi di dalam proses demokrasi, kemudian dalam 
keberhasilan pelembagaan partai terletak pada kemampuan mencapai dan 
mempertahankan stabilitas nilai di tengah peningkatan dan perluasan 
partisipasi politik.34 Begitulah pemaknaan pelembagaan atas keberhasilan 
partai dalam nilai bentuk dari partai itu sendiri. 
Dalam tipologi pelembagaan yang terwujud kedalam tipe partai 
dibagi menjadi 2 (dua) yakni35: pertama, pendekata formal, yang dimana 
pendekatan ini melihat sisi proses terbentuk dan lahirnya suatu partai 
politik; dan kedua, pendekatan substantive yakni pendekatan dengan 
melihat dimensi niali dan sikap perjuangan partai. Dari pandnagan diatas 
bahwasanya kita bisa mengambil garis besar dalam tipologi pelembagaan 
sebagai akibat dari a) pergerakan persaingan elite di perlemen untuk 
memobilisasi dukungan guna memenangkan pemilihan umum; b) 
pergerakan sedimentais cleavage sosial yang memicu persaingan dan 
dominasi hingga mendorong mobilisasi dukungan massa untuk merebut dan 
menempatkan wakil-wakilnya dalam jabatan-jabatan politik pemerintahan 
dalam negara; c) mutual pergerakan antara elit politik dan cleavages sosial 
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yang terpadu dalam nilai dan kepentingan bersama, yang kemudian dari tiga 
poin diatas bergaris besar menurut pendekatan formal dipetakan menjadi 
tiga kategori 1) tipologgi pelmabaan elitemelhirkan tipe partai elit, 2) 
tipologi pelembagaan cleavages melahirkan tipe massa, 3) perpaduan antara 
tipologi pelembagaan elite dan tipologi pelembagaan cleavages sosial 
melahirkan tipe partai tengah (intermediate).36 
Setelah membahas pelembagaan kepartaian selanjutnya mengenai 
dinamika sistem kepartaian. Dalam bukunya firdaus menyebutkan bahwa 
terdapat dua kutub gagasan dalam sistem kepartaian yakni pertama, gagasan 
yang memandang sistem kepartaian sebagai variable dependen dengan 
pertimbangan bahwa keberadaan sistem kepartaian sebagai hasil dari proses 
pelembagaan partai, kedua, gagasan yang memandang sistem kepartaian 
sebagai variable tidak dependen dengan berlandaskan pada pemikiran 
bahwa dinamika hubungan antar partai berdampak terhadap sistem sosial 
dan cara-cara partai mengatur dan menjalankan pemerintahanya.37 
Para pemikir sebelumnya seperti Duverger, Lipset dan Rokkan, 
Satori, Huntington, maupun Rnadal dan Svasand, baik langsung maupun 
tidak langsung memandang sistem kepartaian sebagai dampak atas 
pelembagaan partai.38 Dalam pemikiran para pemikir diatas bahwasanya di 
dalam partai itu sendiri antara pelembagaan dan sistem partai sangatlah 
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bersangkutan dan bisa jadi tidak dapat dipisahkan yang sudah pasti akan 
bersangkutan. 
Kemudian dalam pemahaman atas penuturan batasan oleh 
Douveger, Paul Pennings dan Jan-Erik Lane secra tidak langsung 
menunjukkan bahwa landasadan bangunna system kepartaian diletakkan 
pada pelembagaan partai, dengan varian dimensi pelembagaan sebagai 
standar penilaian diantaranya adalah perolehan suara yang berubah-ubah 
antar periode pemilu, polarisasi ideology, efektif jumlah partai yang 
dipengaruhi oleh jumlah kursi di parlemen, system pemilu, dimensi isu 
yang menunjukkan polarisasisikap struktur pemilih.”39 
Kemudian Negara Indonesia sendiri menganut system multy partai, 
pada awal reformasi jumlah parpol yang di dirikan mencapai 184 partai, 
141 diantaranya memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari jumlah 
tersebut hanya 48 yang lolos mengikuti Pemilu tahun 1999.  
D. Gender 
Dalam perkembanganya pergerakan-pergerakan pada setiap kasus 
begitu sangat pesat, yang merambah dari dunia hingga menjurus pada negara-
negara bahkan sampai yang terkecil dalam lingkup keluarga. Dalam hal 
keperempuanan memanglah tidak bisa dipungkiri sering terjadi diskriminasi, 
penindasan maupun pelecehan yang menganggap perempuan adalah sasaran 
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penindasan. Gender, gender sendiri muncul dari negara-negara barat yang 
muncul akibat adanya diskriminasi dan pelechan terhadap perempuan, yang 
kemudian pergerakan-pergerakan semacam ini hinggap di kawasan asia 
tenggara Indonesia salah satunya. 
Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki 
maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. 
Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat 
ke tempat lainnya disebut konsep gender.40 Dalam hal ini harus dipahami 
bahwa antara gender dan sex (jenis kelamin) adalah dua hal yang sangat 
berbeda. istilah  gender  dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi, istilah 
seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan 
perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang 
laki-laki dan perempuan.41 
Disitulah santrock menyebutkan perbedaan yang dimana memang tidak 
bisa disamakan. Sejarah perkembangan budaya masyarakat dan pemikiran 
manusia ternyata telah menyadarkan manusia untuk menggugat setiap nilai 
lama yang mereka anggap tidak relevan lagi. Inilah salah satu aspek yang 
menyebabkan manusia berbeda dengan makhluk lainnya, karena ia menyadari 
entitas dirinya.42 Dari kesadaran inilah kemudian muncul fenomena 
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41Santrock, J. W. 2002.  Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup. Jakarta. 
Erlangga. Hal 365 
42Asmoro Achma. 2010. Filsafat Umum (edisi revisi). Jakarta. PT RajaGrafindo 
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pergerakan-pergerakan perempuan di dunia maupun yang sekarang 
berkembang pesat terdapat pada setiap-setiap negara.  
Julia cleves dalam bukunya memaparkan, Gender adalah seperangkat 
peran, yang sepertihalnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada 
orang lain bahwa kita adalah feminine atau maskulin.43 Kemudian dalam 
pembentukan feminism atau maskulin disinilah peran dari gender itu sendiri, 
gender lebih kepada culture yang akan kita ikuti sendiri. Secara mendasar, 
gender berbeda dengan jenis kelamin biologis, jenis kelamin biologis 
merupakan pemberian, kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau 
perempuan, tetapi yang menjadikan kita maskulin atau feminine adalah 
gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh 
kultur kita.44 
Kepentingan atau kebutuhan perempuan mungkin sangat berbeda 
dengan kepentingan laki-laki, kepentingan ini tidak didasarkan kepada peran 
biologis perempuan dan laki-laki melainkan peran sosial dan kekuasaan mereka 
serta perbedaan status yang ada dalam peran-peran sosial itu, kepentingan-
kepentingan seperti diatas terkadang dianggap sebagai kepentingan gender 
(gender interest).45 Jika kita membahas gender pasti tidak akan terlepas dari 
keterkaitan sebuah budaya dan agama dalam bukunya Julia cleves “Kami 
memberimu hak persamaan, tapi agamamu mengatur sebaliknya, kami tidak 
bisa campur tangan”. Kemudian dari munculnya kejadian seperti diatas maka 
lahirlah paradigma-paradigma yang lebih menyesatkan atas nama agama, 
                                                          
43Julia Cleves Mosse. 2007.Gender dan pembangunan. Yogyakarta. Pustakan 
Pelajar:. Hal 3 
44Ibid. Hal 2 
45Ibid. Hal 9 
31 
 
misalnya dalam agama islam bahwasanya perempuan tidak diperbolehkan 
menjadi seorang pemimpin. Kita bisa mencoa untuk mengulang sejarah pada 
zaman nabi dahulu banyak perempuan-perempuan yang ikut terjun dalam 
pernag bahkan menjadi pemimpin perang, akan berbeda dengan zaman 
jahiliyah sbelum islam masuk yang mengubur hidup-hidup anak perempuan. 
itu menjadi teroi yang salah yang mengatas namakan agama. 
Setelah perkembangan pembahasan gender tidak akan terlepas 
pembahasan mengenai feminis. Menjadi salah satu pendorong gender dalam 
perkembanganya, feminis menjadi salah satu paham ataupun aliran yang sangat 
terkenal pada khalayak. Kata feminis pertama kali ditemukan pada awal ke-19 
oleh seorang sosialis berkebangsaan Perancis, yaitu Charles Fourier46 dalam 
hal ini feminis adalah semacam gerakan perjuangan kaum perempuan dalam 
memberikan hak yang sama, dalam penulisan ini yakni hak yang sama dalam 
hal ikutserta dalam berpolitik. Bagamaiana tidak feminis menjadi unsur yang 
ikut berperan penting dalam gender.Konsep feminis atau pehamaman 
feminisme ini mempunyai banyak makna, diantaranya menurut Dr. Ratna 
Megawangi seorang feminis Indonesia, feminisme dalam pengertian yang lebih 
luas adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang 
dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan 
dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial 
pada umumnya. (In its broadest sense, feminism is a women’s movement which 
rejects the marginal, subordinated and underestimated things by the 
dominating culture either in politics, economics or social life in general).47 
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E. Hak Sosial dan Politik Perempuan 
Tentang perempuan adalah pembahasan yang akan sering menjadi 
pembahasan, menjadi subyek dalam pokok pembahasan ini mempunyai hak 
dimana sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Konsep hak asasi 
manusia merupakan sebuah isntrumen yang penting untuk menjamin 
prinsip kemanusiaan yang adil dan berdab dihormati dan ditegakkan dalam 
kehidupan bersama.48 
Diawali adanyaa Perang Dunia II yang menimbulkan bayak korban 
perang yang sangat tidak prikemanusiaan yang mendorong terbentuknya 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) pada tanggal 24 Oktober 
yang kemudian melahirkan “Universal Declaration of Human Rights” atau 
deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 
Desember, 1948, kalimat pertama preambule deklarasi berbunyi, “whereas 
recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable right of 
all members of the human family is the foundation of freedom, justice and 
peace in the world..” sementara artkel pertama berbunyi, “All human beings 
are bron free and equale in dignity and rights”.49 Dari pernyataan diatas 
bahwasanya semua orang akan terlahir dengan bebas dan setara atau sama 
dalam kebebasan maupun derajat. 
 HAM meletakkan dirinya sebagai hak mutlak yang tidak bisa 
diganggu gugat.HAM sudah melekat pada diri setiap manusia sejak 
manusia dilahirkan.Di dalam instrumen internasional pemikiran para 
pejuang perempuan diakomodir dan diadopsi dalam hak asasi manusia yang 
spesifik, untuk menghadapi persoalan diskriminasi terhadap perempuan 
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seperti konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap 
Perempuan dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. 
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.Hak sipil dan politik 
(KIHSP) mengandung hak-hak demokratis yang esensial, kebanyakan dari 
hak-hak itu terkait dengan berfungsinya suatu negara dan hubungan negara 
tersebut dengan penduduknya.50 Partisispasi politik dan kebebasan untuk 
berekspresi jelas terkait dengan demokrasi dan konsep dari kebebasan 
politik di dalam suatu negara.51 Kemudian para pejuang hak-hak perempuan 
di berbagai wilayah dunia melontarkan kritik bahwa hukum dan sistem hak 
asasi manusia itu adalah sistem yang sangat maskulin dan patriarki, yang 
dibangun dengan cara berfikir dan dalam dunia laki-laki yang lebih 
memperhatikan dan kemudian menguntungkan laki-laki dan 
melegitimasisituasi yang tidak menguntungkan perempuan. Dalam 
perkembangan HAM di Indonesia, yang tidak terpungkiri akibat dari kasus 
sosial politik era soeharto. Akan tetapi dalam perkembangan perempuan 
dalam politik banyak tercermin di dalam peraturan perundang-undangan 
terkait. 
F. Rekrutmen 
Menurut Simamora rekrutmen merupakan serangkaian aktifitas  
untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, 
keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan 
yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Aktivitas rekrutmen 
dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir tatkala lamaran mereka 
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diserahkan. Melalui rekrutmen, individu yang memiliki keahlian yang 
dibutuhkan didorong membuat lamaran untuk lowongan kerja yang tersedia 
di perusahaan atau organisasi.52 
Beberapa alasan dilakukan rekrutmen adalah berdirinya organisasi 
baru, adanya perluasan (ekspansi) kegiatan organisasi, adanya pekerjaan 
yang dipindah ke organisasi lain, adanya pekerja yang berhenti baik dengan 
hormat maupun tidak dengan hormat, adanya pekerja yang berhenti karena 
memasuki usia pensiun, dan adanya pekerja yang meninggal dunia.53 
Terdapat banyak metode yang bisa diterapkan oleh organisasi dalam 
merekrut pegawai diantaranya adalah: 
1. Teori deret, yaitu dengan menentukan jumlah pegawai yang bekerja
atas beban kerja yang bervariasi setiap harinya. Misalnya berapa jumlah 
pewawancara yang diperlukan apabila datangnya pelamar tidak teratur 
atau tidak dapat dipastikan.  
2. Sampel, yaitu pengontrolan daftar inventaris pembukuan, kesimpulan
ciriciri populasi pegawai dan tingkat reabilitas yang khusus. 
3. Program linier, yaitu dengan menetapkan sumber-sumber yang
jarang dalam kebiasaan yang umum dalam suatu organisasi. Memilah-
milah calon pegawai melalui simbol-simbol atau variabel-variabel yang 
diterima untuk menjadi linier.  
52 Desi Ratnasari, Studi Tentang Proses Rekrutmen Tenaga Kerja Perlindungan 
Masyarakat (LINMAS) Di Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindungan Masayarakat 
Kabupaten MALINAU, Ejournal Pemerintah Integratif, Vol. 1, Nomor 1, 2013:75-79. Hal 78 
53 Baiq Setiani, Kajian Sumber Daya Manusia Dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja 
Di Perusahaan, Jurnal Ilmiah WIDYA, Vol 1, No 1 Mei-Juni 2013., Hal 40 
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4. Teori keputusan, yaitu badan eksekutif yang menetapkan langsung
calon mana yang akan direkrut dan berapa banyak jumlah pekerja yang 
dibutuhkan.  
5. Korelasi, yaitu membandingkan korelasi fungsional departemen,
terisi satu apakah menyebutkan terganggunya departemen yang lain. 
6. Teori permainan, yaitu dengan menyajikan rekrutmen melalui
persaingan antara pelamar kerja. 
7. Metode nomor indeks, dengan ukuran dari turun naiknya harga,
jumlah kegiatan organisasi dikaitkan dengan suatu periode tertentu. 
8. Analisis rentetan waktu, dengan penafsiran penarikan pegawai, biaya
pelatihan, dan produksi, dalam suatu periode tertentu. 
9. Simulasi, yaitu pengetesan pekerja melalui suatu simulasi proses
pekerjaan rutin dalam jangka pendek atau pada waktu tes. 
10.Teknik review program evaluasi, dengan memberi gambaran kepada
calon pegawai yang diterima tentang jaringan kejadian kegiatan kerja, 
penetapan sumber-sumber, pertimbangan waktu dan ongkos, 
menyusunjaringan, dan saluran kritik dari prosedur rekrutmen.  
11.Statistik chart kontrol kualitas, menentukan kelas-kelas departemen
dengan kualifikasi syarat pekerja tertentu untuk memasukinya, sehingga 
dapat mengontrol dan menentukan pekerja.  
12.Model inventori, dengan menentukan pegawai dihubungkan dengan
inventaris organisasi. 
13.Model integrasi produksi, yaitu mengurangi sekecil mungkin biaya
pekerja, produksi dan inventaris.54 
54 Donni Juni Priansa, Perencanaan Dan Pengembangan SDM, ALFABETA, 
Bandung, 2014. Hal 99-100 
